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ABSTRAK 

 

 

STRATEGI PENGAWASAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DI 

MEDIA SOSIAL UNTUK MENGHADAPI PEMILIHAN UMUM 2024 

(Studi di Bawaslu Provinsi Lampung) 

 

Oleh 

 

FAREL PRAMUDYO DUTO 

 

 

Penggunaan media sosial menjadi salah satu isu utama dalam Indeks Kerawanan 

Pemilu (IKP) 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan dan menangani pelanggaran 

yang kerap terjadi di media sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen 

strategi dari Fred R. David (2010) sebagai kunci analisis dalam pengentasan 

permasalahan Pemilu di media sosial. Manajemen strategi menurut Fred R. David 

(2010) meliputi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi 

strategi. Hasil penelitian yaitu dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi 

Lampung memiliki visi dan misi yang menjadi landasan dalam melakukan 

pengawasan di media sosial dan terdapat peluang dan ancaman serta kekuatan dan 

hambatan dalam pengentasan masalah Pemilu di media sosial, peluangnya dapat 

bekerja sama dengan lembaga terkait, ancaman yaitu IKP Pemilu 2024 dan 

melimpahnya Pemilih muda di Pemilu 2024. Kekuatannya yaitu terdapat 

Perbawaslu dan hambatannya yaitu keterbatasan personil sehingga Bawaslu 

Lampung membuat tujuan jangka panjang untuk mengatasi permasalahan Pemilu 

di media sosial yaitu melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, membentuk 

sekolah kader dan forum diskusi serta melakukan edukasi kepemiluan melalui 

media sosial. Implementasi strategi yang dilakukan Bawaslu Lampung yaitu 

bekerja sama dengan JMSI dan Netfid Provinsi Lampung, membentuk SKPP dan 

Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, serta melakukan edukasi kepemiluan 

melalui akun media sosial dan website Bawaslu Lampung. Evaluasi strategi yaitu 

Bawaslu Provinsi Lampung dinilai beberapa pihak mampu meminimalisir 

pelanggaran Pemilu di media sosial pada Pemilu 2024. 

 

Kata kunci: Strategi, Pemilihan Umum, Media Sosial 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

STRATEGY FOR MONITORING OF ELECTION VIOLATIONS IN 

SOCIAL MEDIA FOR THE 2024 GENERAL ELECTIONS 

(Study at Bawaslu Of Lampung Province) 

 

By 

 

FAREL PRAMUDYO DUTO 

 

 

The use of social media is one of the main issues in the 2024 Election 

Vulnerability Index. This study aims to identify and describe the strategies used 

by the Election Supervisory Board for Lampung Province in preventing and 

dealing with violations that often occur on social media. This research uses a 

descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used 

are interviews and documentation. In this study using strategic management 

theory from Fred R. David (2010) as a key analysis in alleviating election 

problems on social media. According to Fred R. David (2010), strategic 

management includes strategy formulation, strategy implementation and strategy 

evaluation. The results of the research are that in the formulation of the Bawaslu 

Lampung strategy has a vision and mission which are the basis for conducting 

supervision on social media and there are opportunities and threats as well as 

strengths and obstacles in alleviating election problems on social media, 

opportunities to work with related institutions, threats namely IKP The 2024 

election and the abundance of young voters in the 2024 election. The strength is 

that there is Perbawaslu and the obstacles are limited personnel so that the 

Bawaslu of Lampung Province makes long-term goals to overcome election 

problems on social media, namely collaborating with external parties, forming 

cadre schools and discussion forums and conducting education election through 

social media. The implementation of the strategy carried out by the Bawaslu of 

Lampung Province is collaborating with JMSI and Netfid Lampung Province, 

forming an SKPP and Participatory Supervision Digital Community, as well as 

conducting election education through social media accounts and website of 

Bawaslu Lampung. Evaluation of the strategy by Bawaslu Lampung is considered 

by several parties to be able to minimize election violations on social media in the 

2024 election. 

 

Keywords: Strategy, General Election, Social Media 

 

 











 
 

 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

 

Peneliti bernama Farel Pramudyo Duto lahir di 

Bandar Lampung, 19 Oktober 2001, sebagai anak 

pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan 

Bapak Sugianto dan Ibu Belinda. Pendidikan formal 

yang telah peneliti selesaikan sebagai berikut, sekolah 

dasar di SD Negeri 1 Gunung Terang Bandar 

Lampung lulus pada tahun 2013. Lalu SMP Negeri 22 

Bandar Lampung lulus pada tahun 2016 dan SMA 

Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. 

 

Peneliti selanjutnya menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada tahun 

2019 dengan tercatat sebagai mahasiswa S-1 Ilmu Pemerintahan Universitas 

Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN). 

 

Peneliti menyadari bahwa ilmu dan pengetahuan semata-mata tidak hanya 

diperoleh melalui teori, maka peneliti juga mengimplementasikannya dalam 

bentuk mengikuti kegiatan seperti aktif di organisasi FSPI pada tahun 2019 

sebagai anggota divisi BBQ (Bimbingan Baca Qur,an). Pada 2021 peneliti ikut 

bergabung ke Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Pemerintahan yakni 

sebagai anggota Biro 4 HMJ Ilmu Pemerintahan.  

 

Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode I tahun 2022 selama 40 

hari di Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar 

Lampung. Selain itu peneliti mengikuti kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 

program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kantor Badan Pengawas 

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

MOTTO 

 

 

“Work hard in silence, let success make the noise” 

(Frank Ocean) 

 

 

“Tidak peduli semengkhawatirkan apapun besok lusa,                                     

selalu ada Allah yang Maha Kuasa” 

(Febrian Jauhari) 

 

 

“Selalu bantu dan tolonglah orang lain                                                                         

karena suatu saat hal tersebut akan berbalik baik pada kita” 

(Farel Pramudyo Duto)  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur Alhamdulillah tak henti-hentinya terhanturkan atas segala nikmat  

yang Allah SWT berikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 

 

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW semoga kelak 

skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat 

dan 

dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya ini kepada kedua 

orang tua ku Ayah dan Mamah tercinta 

Sugianto dan Belinda 

 

Serta adik tersayang 

Muhammad Kenza Araya 

Terima kasih untuk segala doa dan dukungan yang telah kalian berikan selama ini, 

semoga menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari ALLAH SWT. 

 

Almamaterku Tercinta Universitas Lampung



ii 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

SANWACANA 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Segala Puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Pengawasan Pelanggaran 

Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 

2024 (Studi Di Bawaslu Provinsi Provinsi Lampung)”. Tak lupa shalawat serta 

salam selalu tercurah limpahan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW 

sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya. 

 

Suatu pencapaian yang luar biasa bagi peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu 

Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat keterbatasan 

kemampuan dan  pengetahuan yang dimiliki. Peneliti menyadari sepenuhnya 

bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu 

peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas  

Lampung yang mengesahkan ijazah dan gelar sarjana kami sehingga penulis 

termotivasi untuk menyelesaikan ini. 

2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung yang 

telah memberikan semangat kemajuan serta dorongan untuk memajukan 

FISIP; 

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan Universitas Lampung yang telah memberikan sumbangsih 

untuk kemajuan jurusan Ilmu Pemerintahan; 



iii 

 

 
 

4. Bapak Bendi Juantara, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing, terima kasih 

atas bimbingan, masukan, dan sarannya selama ini sehingga penulis bisa 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

5. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.I.P., Selaku Dosen Penguji, Terima kasih atas 

semua saran, masukan, dan kritik yang diberikan sehingga skripsi ini bisa 

selesai dengan baik; 

6. Alm. Bapak Syafarudin, S.Sos., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik 

semester I-IV. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang  

diberikan selama penulis menjalani pendidikan di kampus. 

7. Bapak Darmawan Purba., S.IP., M.IP., Selaku Dosen Pembimbing Akademik 

semester V-VIII. Terima kasih atas perhatian, motivasi serta bimbingan yang  

diberikan selama penulis menjalani pendidikan di kampus; 

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bekal ilmu, pengetahuan, dan 

pandangan hidup yang baik saat peneliti menyelesaikan perkuliahan; 

9. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Sugianto dan Ibu Belinda yang selalu 

mendoakan anaknya agar sukses di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas 

semua ketulusan yang diberikan, motivasi, kasih sayang, dan perjuangan. 

Semoga seluruh perbuatan yang dilakukan mendapat berkah dai Allah SWT 

dan mendapatkan keberkahan. 

10. Terima kasih kepada adik peneliti yang sangat peneliti cintai dan sayangi; 

11.  Terima kasih kepada sepupu-sepupu tersayang, Havel, Bintang, Mulie dan 

Citha. Terima kasih sudah selalu mendukung peneliti dalam segala situasi dan 

kondisi; 

12. Terima kasih kepada impi (nenek) serta tante dan paman peneliti sekalian 

yang sudah banyak membantu peneliti dalam proses perkuliahan hingga dapat 

menyelesaikannya dengan baik.   

13. Kepada informan peneliti Bapak Karno Satya, Bang Ricky, Pak Ahmad 

Novriwan dan Mba Ayu Mega 

14. Seluruh Staf dan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi 

lampung, terkhusus Bang Ricky yang sudah banyak membantu peneliti dalam 

menyelesaikan skripsi ini; 





v 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

Halaman 

DAFTAR ISI.........................................................................................................iii 

DAFTAR TABEL...................................................................................................v 

DAFTAR GAMBAR.............................................................................................vi 

I. PENDAHULUAN ...........................................................................................1 

1.1. Latar Belakang ...................................................................................................1 

1.2. Rumusan Masalah ............................................................................................11 

1.3. Tujuan Penelitian .............................................................................................11 

1.4. Manfaat Penelitian ...........................................................................................11 

II. TINJAUAN PUSTAKA................................................................................13 

2.1. Tinjauan Teori Strategi....................................................................................13 

2.1.1. Pengertian Strategi...................................................................13 

2.1.2. Pengertian Manajemen Strategi...............................................14 

2.1.3. Tahapan Manajemen Strategi ............................................15 

2.2. Tinjauan Pengawasan ......................................................................................18 

2.2.1. Pengertian Pengawasan............................................................18 

2.2.2. Tujuan Pengawasan.................................................................18 

2.2.3. Fungsi Pengawasan..................................................................20 

2.2.4. Macam-Macam Pengawasan...................................................21 

2.3. Tinjauan Pemilihan Umum .............................................................................21 

2.4. Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ...........................23 

2.4.1. Pengertian Bawaslu..................................................................23 

2.4.2. Tugas Bawaslu.........................................................................25 

2.4.3. Wewenang Bawaslu ........................................................27 

2.5. Tinjauan Media Sosial .....................................................................................28 

2.5.1. Pengertian Media Sosial..........................................................28 

2.5.2. Fungsi Media Sosial................................................................29 

2.5.3. Karakteristik Media Sosial.......................................................30 

2.5.4. Jenis Media Sosial...................................................................31 

2.6. Kerangka Pikir ..................................................................................................33 

III. METODE PENELITIAN .............................................................................35 

3.1. Tipe Penelitian ..................................................................................................35 

3.2. Jenis dan Sumber Data ....................................................................................35 

3.3. Teknik pengumpulan data ...............................................................................36 

3.4. Informan Penelitian..........................................................................................36 

3.5. Fokus penelitian ...............................................................................................37 

3.6. Lokasi Penelitian ..............................................................................................38 

3.7. Analisis Data.....................................................................................................39 

 



vi 

 

 
 

IV. GAMBARAN UMUM...................................................................................40 

4.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia............40 

4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu..............................................40 

4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Badan PengawasPemilu........................43 

4.1.3. Tugas Bawaslu..........................................................................45 

4.1.4. Wewenang Bawaslu..................................................................47 

4.2. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung..............49 

4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.................49 

4.2.2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung......51 

4.2.3. Tugas Bawaslu Provinsi............................................................52 

4.2.4. Wewenang Bawaslu Provinsi....................................................55 

4.2.5. Tugas Bawaslu Provinsi............................................................56 

4.3. Gambaran Umum Pengawasan Pemilu di Media Sosial..........................56 

V. HASIL DAN PEMBAHASAN.......................................................................59 

5.1. Perumusan Strategi..................................................................................60 

5.1.1. Visi dan Misi.............................................................................60 

5.1.2. Identifikasi Peluang dan Ancaman............................................64 

5.1.2.1 Peluang...............................................................................64 

5.1.2.1 Ancaman.............................................................................66 

5.1.3. Kesadaran Akan Kekuatan dan Kelemahan..............................69 

5.1.3.1 Kekuatan.............................................................................69 

5.1.3.2 Kelemahan..........................................................................71 

5.1.4. Penetapan Tujuan Jangka Panjang............................................74 

5.2. Implementasi Strategi..............................................................................77 

5.2.1. Berkolaborasi Dengan Pihak Eksternal.....................................78 

5.2.1.1 Berkolaborasi Dengan Netfid Lampung.............................80 

5.2.1.2 Berkolaborasi Dengan JMSI Lampung..............................83 

5.2.2. Membentuk Sekolah Kader dan Forum Diskusi.......................89 

5.2.2.1 SKPP...................................................................................89 

5.2.2.2 Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.......................91 

5.2.3. Edukasi Kepemiluan Melalui Media Sosial..............................94 

5.3. Evaluasi Strategi....................................................................................101 

VI. SIMPULAN DAN SARAN..........................................................................105 

6.1. Simpulan.......................... .....................................................................105 

6.2. Saran.......................................................................................................107 

DAFTAR PUSTAKA.........................................................................................108 

LAMPIRAN........................................................................................................111

 
 

 
 
 
 

 

 

 



vii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

Tabel                  Halaman 

1. Bentuk Konten Hoaks..................................................................................7 

2. Media Penyebar Hoaks................................................................................8 

3. Informan Penelitian....................................................................................37 

  



viii 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

DAFTAR GAMBAR 

 
 
Gambar                 Halaman  

1. Data Pengguna Internet di Media sosial.......................................................3 

2. Akses Berita Mengenai Politik.....................................................................4 

3. Kerangka Pikir...........................................................................................34 

4. Visi dan Misi Bawaslu Provinsi Lampung.................................................61 

5. Lima Provinsi Paling Rawan......................................................................68 

6. Isu Strategi IKP Pemilu 2024.....................................................................75 

7. Pemberitahuan Netfid Sebagai Lembaga Pemantau Pemilu......................81 

8. Sertifikat Netfid Sebagai Pemantau Pemilu...............................................81 

9. Audiensi JMSI Lampung dengan Bawaslu Provinsi Lampung.................83 

10. Penandatanganan MoU..............................................................................84 

11. MoU Bawaslu Provinsi Lmapung dengan Administrasi Negara Unila.....86 

12. Sosialisasi Bersama SMA Gisting.............................................................88 

13. SKPP Tingkat Menengah Provinsi Lampung............................................91 

14. Peluncuran Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif............................92 

15. IKP Pemilu 2024........................................................................................93 

16. Akun Instagram dan Facebook Bawaslu Provinsi Lampung.....................96 

17. Akun Twitter dan Youtube Bawaslu Provinsi Lampung...........................96 

18. Akun Tiktok dan Website Bawaslu Provinsi Lampung.............................97 

19. Informasi Dari Instagram Bawaslu Provinsi Lmpung...............................97 

20. Informasi Dari Facebook dan Youtube Bawaslu Provinsi Lampung.........98 

21. Informasi Dari Twitter dan Tiktok Bawaslu Provinsi Lampung...............98 

22. Informasi Dari Website Bawaslu Provinsi Lampung.................................98 

23. Bawaslu Sepekan.....................................................................................99 

24. Ruang Podcast Bawaslu Provinsi Lampung............................................100 

25. Slogan Bawaslu Provinsi Lampung........................................................102



ix 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

 

UUD  : Undang-Undang Dasar 

Perbawaslu : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD  : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

DPD  : Dewan Perwakilan Daerah 

Pemilu  : Pemilihan Umum 

Pilpres  : Pemilu Presiden 

Pileg  : Pemilu Legislatif 

Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah 

Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum 

KPU  : Komisi Pemilihan Umum 

SKPP  : Sekolah Kader Pengawas Partisipatif 

IKP  : Indeks Kerawanan Pemilu 

MoU  : Memorandum of Understanding 

Kordiv  : Koordinator Divisi 

JMSI  : Jaringan Media Siber Indonesia 

Netfid  : Network for Indonesian Democratic Society 

OKP  : Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda 

LHP  : Laporan Hasil Pertanggungjawaban 

FISIP  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang 

 

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi sebuah sarana agar terjaminnya cita-cita 

dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, 

juga dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka 

dari itu Pemilihan umum juga merupakan sarana dan prasarana agar 

terwujudnya prinsip kedaulatan rakyat. Hakikat dari Pemilu adalah 

menciptakan para wakil rakyat dan pemerintahan negara secara demokratis 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Untuk sebuah negara yang menyebut 

diri mereka sebagai negara yang demokratis itu berarti prinsip-prinsip dari 

demokrasi itu sendiri harus dilaksanakan. Proses pemilihan umum yang adil 

dan bebas serta dilaksanakan sesuai jadwal konstitusi menjadi salah satu 

prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan penyelenggaraan 

pemilu ada empat, yaitu: 

 

a. Untuk memungkinkan adanya peralihan kepemimpinan pemerintah secara 

tertib dan damai. 

b. Untuk memungkinkan adanya transisi pejabat yang akan mewakili 

kepentingan rakyat di lembaga kedaulatan. 

c. Untuk menjalankan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. 

d. Untuk menjalankan hak-hak prinsip warga negara (Fahmi, 2012). 
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Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 

menjelaskan bahwa pemilihan umum memilih Presiden, anggota DPR, 

anggota DPD, serta anggota DPRD, dilaksanakan dengan berlandaskan asas 

Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) setiap lima 

tahun sekali. Terlebih pada tahun 2024 nanti akan menjadi tahun politik besar 

di Indonesia karena pada tahun tersebut Indonesia akan melaksanakan 

pemilihan umum serentak untuk memilih Presiden, anggota DPR, DPRD 

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Kepala Daerah disemua 

tingkatan sebagaimana menurut amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilu dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Walikota. (Kartika, Problem dan Tantangan 

Pengawasan di Era Digital, 2022). 

 

Pemerintah dengan DPR telah menyepakati penyelenggaraan pemilihan 

umum pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang dan 27 November 

2024 untuk Pilkada serentak. Hal ini menjadi pengalaman pertama bagi 

bangsa Indonesia di mana sebelumnya Pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala 

Daerah tidak dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan. Maka dari itu, 

banyak pihak memprediksi besarnya tantangan yang akan dihadapi, mulai 

dari pelanggaran kampanye, money politics hingga kegaduhan di media 

sosial.  

 

Pada era modern seperti saat ini ruang publik untuk berpendapat tidak hanya 

bersifat ruang-ruang semata. Pada abad ke-21 ini ruang publik telah 

merambah ke ruang publik digital. Masyarakat secara mudah mengungkapkan 

opini maupun aspirasi melalui media sosial dan situs internet. Khusus untuk 

tantangan Pemilu di media sosial, isu tersebut sudah menjadi hot topic di 

berbagai negara, seiring dengan meningkatnya digitalisasi. Di sisi lain, 

ancaman dari peggunaan media sosial selama kampanye juga berpotensi 

meningkatkan tensi di masyarakat (Kartika, Problem dan Tantangan 

Pengawasan di Era Digital, 2022). 
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Berdasarkan data Wearesocial yang diterbitkan pada Februari 2022 terdapat 

setidaknya 370,1 juta gawai elektronik yang terkoneksi, berarti sebagian besar 

penduduk berusia produktif di Indonesia mempunyai lebih dari satu gawai. 

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 204,7 juta pengguna internet aktif, 

sementara yang menggunakan media sosial sebanyak 191,4 juta (Kartika, 

Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital, 2022). 

 

Berarti setengah warga negara di Indonesia sering memakai media sosial 

yang mana didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z yang 

menggunakan media sosial terbanyak. Menurut Baresford Research generasi 

Z yaitu mereka yang lahir dalam rentang tahun 1997-2012 sedangkan 

generasi milenial yaitu mereka yang lahir dalam rentang tahun 1981-1996. 

Berikut tampilan grafiknya: 

 

 

Gambar 1 Data Pengguna Internet di Media Sosial 

Sumber: Wearesocial 

 

Proses politik di Indonesia dewasa ini telah terpengaruh oleh media sosial. 

Kini media sosial menjalankan peran yang sangat penting dalam proses 

politik (Tabroni, 2012, hal. 96). Hubungan antara media dengan politik dilihat 

sebagai sesuatu yang menarik, terutama terkait ketergantungan antara sumber 

berita dengan pihak yang memberitakan (Cangara, 2009, hal. 147).  
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Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa 

sebanyak 60,6% generasi Z atau anak muda yang lahir dalam rentang tahun 

1997-2012 melakukan akses berita tentang politik melalui media sosial. Data 

sebanyak 60,6% pemilih muda yang melakukan akses berita mengenai politik 

melalui internet tersebut terbagi ke dalam tiga kategori intensitas. Sebanyak 

36% melakukan akses berita tentang politik melalui internet, namun jarang. 

Sebanyak 22,30% sering melakukan akses berita mengenai politik melalui 

media sosial dan sisanya 2,30% sangat sering (Setyowati). Seperti terlihat 

pada grafik di bawah: 

 

 

Gambar 2 Akses Berita Mengenai Politik 

Sumber: LIPI 

 

Semenjak pemilihan umum tahun 2014 media sosial sudah menjadi sarana 

yang dipandang efektif untuk melakukan kampanye, berdebat gagasan, 

termasuk juga menjatuhkan lawan yang berseberangan. Intensitas 

penggunaan media sosial untuk tujuan tersebut terus meningkat. Orang-orang 

dapat dengan cepat melakukan akses media sosial sehingga mengakibatkan 

terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi. Kecepatan media sosial 

dalam menyebarkan berita-berita sudah tampak yaitu dengan menggantikan 

peranan media massa konvensional.  
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Media sosial memiliki kelebihan karena informasi yang disampaikan bersifat 

pribadi langsung kepada pengguna, cakupannya yang luas dan dalam waktu 

bersamaan, memiliki segmen pengguna yang beragam dan tidak 

membutuhkan event khusus bagi pengguna untuk menikmati informasi yang 

disediakan. 

 

Akan tetapi, penggunaan media sosial juga memiliki kelemahan. Informasi 

yang sudah disebarkan tidak bisa disunting atau dihapus kembali karena jejak 

digital yang sangat mudah untuk direkam, pengguna yang tidak bertanggung 

jawab dapat membuat akun palsu atau akun bodong untuk menyebarkan 

berita bohong atau hoaks bahkan digunakan untuk menjatuhkan lawan 

politiknya dalam era Pilkada maupun Pemilu.  

 

Hadirnya banyak media sosial seperti twitter, facebook, instagram, path maka 

memunculkan berbagai macam sebutan baru seperti netizen atau warga 

internet, followers (pengikut), influencer (pemengaruh) hingga buzzer. Pada 

awalnya buzzer digunakan untuk mempromosikan sebuah produk tertentu 

dengan atau tanpa imbalan tertentu. 

  

Namun, semenjak pemilihan umum tahun 2014, saat Pemilu pada waktu itu 

diselenggrakan jasa buzzer mulai dipakai oleh para aktor politik. Dilansir 

kumparan.com. terdapat dua kategori buzzer yaitu buzzer yang dilakukan 

dengan sukarela dan buzzer yang dilakukan sesuai permintaan atau pesanan. 

Biasanya kategori buzzer sesuai permintaan ini dipakai aktor politik untuk 

memenangkan Pilkada, Pileg hingga Pilpres.  

 

Para aktor politik mulai mamakai jasa buzzer politik profesional untuk 

melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pesan-pesan kampanye di 

media sosial. Kegiatan ini dapat berbahaya jika dimanfaatkan untuk 

membentuk persepsi dan pandangan masyarakat akan kandidat politik 

tertentu, sehingga membuat dan menyebarkan berita-berita hoaks dan hate 

speech antar lawan politik yang pada akhirnya dapat mengganggu kerukunan 

serta menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.  
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Sehingga kata buzzer lama kelamaan dipandang masyarakat sebagai sebuah 

konotasi negatif. Karena banyak buzzer yang tidak bertanggung jawab 

melalui media sosial. 

 

Banyak para oknum dalam memanfaatkan jejaring sosial dengan tidak 

bertanggung jawab sehingga muncul istilah “Kampanye Hitam” (Black 

Campaign). Media sosial akhir-akhir ini sering digunakan sebagai sarana 

untuk melakukan kampanye hitam. Media sosial digunakan sebagai perantara 

untuk menyampaikan pesan-pesan yang sesungguhnya di luar etika politik. 

Secara terminologi kampanye hitam diartikan sebagai kampanye dengan cara 

jahat yang dilakukan untuk menjatuhkan atau mengeksploitasi lawan politik 

baik itu dengan gambar, tulisan dan isu yang tidak sesuai fakta yang 

bertujuan merugikan dan menjatuhkan lawan politik. 

 

Berdasarkan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 

Pemilihan Umum, kampanye hitam merupakan kampanye yang dilarang 

untuk dilakukan oleh pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu. Media 

sosial juga masuk ke dalam bagian pemberitaan, penyiaran dan iklan 

kampanye. Larangan kampanye hitam di media sosial juga masuk ke dalam 

Pasal 280 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kampanye 

hitam semakin mudah dilakukan karena makin canggihnya teknologi. Seperti 

saat Pilpres 2019 beredar kabar bahwa terdapat tujuh truk kontainer berisi 

surat suara yang sudah dicoblos pada pasangan 01. 

 

Selain itu, manipulasi data, peristiwa dan berita juga terjadi dalam beberapa 

tahun terakhir melalui media sosial di Indonesia. Modusnya dengan 

memproduksi dan mendistribusikan hoaks atau berita bohong sehingga 

menciptakan kegaduhan. Bahkan sebuah lembaga Masyarakat Indonesia Anti 

Hoaks menilai intensitas berita bohong di dunia digital itu sudah tidak bisa 

terkendali lagi (Kartika, Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era 

Digital, 2022). 
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Penggunaan media sosial masih membawa dampak negatif tersendiri terhadap 

pelaksanaan pemilihan umum. Media sosial menjadi tempat untuk melakukan 

kampanye hitam, propaganda, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks 

seputar pemilu. Pada pemilihan umum 2019, Bawaslu mendapat laporan 

mengenai konten yang dinilai melanggar aturan pemilihan umum di media 

sosial. Terdapat 5.103 laporan yang diterima Bawaslu dan sebanyak 193-nya 

telah dilaporkan oleh Bawaslu kepada pihak platform media sosial.  

 

Sebanyak 193 laporan konten yang melanggar aturan pemilihan umum di 

media sosial yang diminta untuk dihapus oleh Bawaslu, namun hanya 10 

laporan take down saja yang diproses oleh platform media sosial yang 

bersangkutan (Bawaslu Tekankan Pentingnya Literasi Digital Jelang Pemilu 

2024, 2022). Menurut riset Masyarakat Telematika (Mastel) pada tahun 2016 

menemukan fakta bahwa 91,8% responden menjawab sering menerima hoaks 

tentang sosial politik. Bentuk konten hoaks yang paling banyak diterima 

responden yaitu berupa teks sebanyak 62,1%, foto 37,5% dan video 0,4%. 

Berikut tampilan tabel di bawah: 

 

Tabel. 1 Bentuk Konten Hoaks 

NO Konten Hoaks Banyak (dalam 

%) 

1 Berupa Teks 62,1% 

2 Berupa Foto 37,5% 

3 Berupa Video 0,4% 

Sumber: Masyarakat Telematika (Mastel) 

 

Masih menurut survei dari Masayarakat Telematika pada tahun 2017, media 

terbesar yang menjadi penyumbang mengenai konten-konten hoaks atau 

berita bohong yaitu situs web sebesar 34,9%, melalui media aplikasi pesan 

(whatsapp, line, telegram) sebesar 62,8% dan melalui media sosial (facebook, 

twitter, instagram dan path) yang merupakan media terbanyak digunakan 

mencapai 92,4%. Berikut tampilan tabel di bawah: 
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Tabel. 2 Media Penyebar Hoaks 

NO Media Penyebar Konten Hoaks Banyak (dalam 

%) 

1 Media Sosial (facebook, twitter, instagram dan 

path) 

92,4% 

2 Aplikasi Pesan (whatsapp, line, telegram) 62,.8% 

3 Situs Web 34,9% 

Sumber: Masyarakat Telematika (Mastel) 

 

Untuk di Provinsi Lampung sendiri berita bohong menjadi racun politik 

dalam pemilihan umum. Selama proses tahapan pemilihan umum pada tahun 

2019 terdapat banyak isu-isu yang beredar seperti pemilih ganda, polemik 31 

juta pemilih potensial yang belum terdaftar, isu kerawanan Web Situng dan 

Sidalih yang dihack, kotak suara kardus dan kisi-kisi debat dan lain-lain yang 

penyebaran isu tersebut beredar paling banyak di media sosial seperti 

facebook dan twitter. Pada pemilihan umum 2019, Lampung menempati 

tingkat kerawanan sedang dengan skor 2,00-2,99 sehingga menempati 

Lampung di peringkat ke-12 se Indonesia. Dalam pemilihan umum saat itu, 

potensi kerawanan pemilu di antaranya kerawanan di DPT, hak suara, 

kampanye, politik uang, logistik pemilu, Sara, politik identitas, berita bohong 

atau hoaks, hasil quick qount dan penghitungan suara di TPS. 

 

Perilaku dalam bermedia sosial pada tahun politik mempunyai peran yang 

sangat strategis. Selain itu frekuensi munculnya ancaman hoaks, black 

campaign, dan buzzer semakin tinggi. Oleh karena itu, strategi dari Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibutuhkan untuk dapat lebih optimal 

dalam melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran yang kerap terjadi 

di media sosial. Dilihat dari skala luas Bawaslu dibentuk agar berperan di 

dalam semua tahapan demokrasi, baik itu transisi maupun konsolidasi.  

 

Dalam tahap transisi, Bawaslu melakukan kontrol politik terhadap semua 

kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan Pemilu demokratis. Sebagai lembaga pengawas pemilihan 

umum, Bawaslu mempunyai wewenang untuk mengawasi setiap proses 

pemilu termasuk di media sosial.  
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Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi media sosial diatur dalam 

Perbawaslu No. 28 Tahun 2018, antara lain yang muatannya adalah 

mengawasi akun media sosial yang didaftarkan di KPU dan mengawasi akun 

media sosial selain yang didaftarkan di KPU. 

 

Secara singkat dapat ditarik benang merah bahwa tantangan terbesar 

pengawasan Pemilu 2024 mendatang ada di media sosial sebagaimana 

penjelasan di atas. Sehingga lembaga yang berwenang melakukan 

pengawasan dalam hal ini Bawaslu memiliki tantangan untuk meningkatkan 

kapasitas pengawasan di setiap level. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

menulis skripsi yang berjudul : Strategi Pengawasan Pemilihan Umum di 

Media Sosial Untuk Menghadapi Pemilihan Umum 2024 (Studi di Bawaslu 

Provinsi Lampung) 

 

Guna mendukung penelitian, penulis mengumpulkan kajian tentang penelitian 

terdahulu yang telah diselesaikan yang peneliti anggap penting untuk 

dijadikan referensi atau sumber rujukan peneliti dalam menyelesaikan 

program penelitian. Berkaitan dengan topik yang diambil oleh peneliti dalam 

penelitian ini, maka perlu didukung review dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang membahas penelitian sejenis. 

 

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Farah Diba, Rifa Fachry, Gunawan, 

Nur Fadhil Muhammad, Annisa Khairuna, Muhammad Febrian, Fiki Alan 

Nuriansyah, Aprilinda M. Harahap (2021) dengan judul Strategi Bawaslu 

Provinsi Sumatera Utara dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 

pada Tahun 2019 Melalui Media Sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilihan 

umum, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mempunyai keharusan untuk ikut 

terjun memberikan edukasi/wawasan kepada masyarakat terkait dengan 

pemilu dan penggunaan media sosial sebagai salah satu media dalam 

melakukan pengawasan. 
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Penelitian Kedua yang dilakukan oleh Muhammad Ithofiyul Karim (2021) 

dengan judul Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi 

Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 

Melalui Media Sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggunakan media sosial 

sebagai sarana untuk membantu dalam melakukan pengawasan dan 

pencegahan pelanggaran pemilu.  

 

Penelitian Ketiga yang ditulis oleh Rika Kartika (2022) dengan judul Problem 

dan Tantangan Pengawasan Pemilu di Era Digital. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa ancaman masyarakat 

yang terbelah mengganggu kerukunan dan munculnya konflik yang mengarah 

kekerasan menjadi isu strategis bagaimana pengawasan digital dapat 

dilakukan. Ancaman hoaks, kampanye hitam dan buzzer adalah tantangan 

digital yang harus dijawab Badan Pengawas Pemilu dan seluruh stakeholder 

terkait. 

 

Penelitian Keempat yang dilakukan oleh Syarifah Ema Rahmaniah, Jumadi, 

Annisa Rizqa (2022) dengan judul Strategi Penguatan Literasi Digital 

Berbasis Komunitas Dalam Pengawasan Pilkada di Kalimantan Barat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pencegahan pelanggaran pemilu dilakukan melalui penguatan kapasitas 

masyarakat berbasis komunitas sehingga dapat diantisipasi dan direspons 

sejak dini.  

 

Penelitian Kelima yang dilakukan oleh Dhimas Satrio Hutomo (2018) dengan 

judul Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Pengawasan 

Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi Terhadap 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa. Dalam menindaklanjuti 

pelanggaran Bawaslu Jawa Tengah menemukan 119 pelanggaran. 

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pilgub 

Jawa Tengah Tahun 2018 semuanya dapat diselesaikan dengan baik. 
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Berdasarkan berbagai macam penelitian terdahulu di atas, terdapat kesamaan 

dan perbedaan. Persamaannya yaitu peneliti ingin melihat strategi 

pengawasan pelanggaran pemilihan umum pada ranah media sosial. Akibat 

semakin majunya teknologi dewasa ini menjadikan media sosial sebagai alat 

untuk menyebarkan berita-berita tidak terkecuali berita terkait tentang politik 

khusunya pemilihan umum. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu terletak pada lokasi penelitian, pada penelitian ini lokasi bertempat 

di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung. 

 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 
Bagaimana Strategi Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media 

Sosial Uuntuk Menghadapi Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi 

Lampung)? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 
Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis yaitu mendeskripsikan Strategi 

Pengawasan Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk 

Menghadapi Pemilu 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung). 

 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dalam hal pengembangan strategi pengawasan pelanggaran pemilu yang 

terjadi di media sosial oleh Bawaslu Provinsi Lampung serta penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi penelitian yang lebih lanjut. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung Bawaslu Provinsi Lampung 

dengan memberikan informasi dan masukan untuk mengatasi pelanggaran 

Pemilu di media sosial. 
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c. Manfaat Akademis 

Secara akademis atau aspek keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya 

dalam bidang Pengawasan Pemilu di Media Sosial. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Tinjauan Teori Strategi 
 

2.1.1. Pengertian Strategi 

 

Menurut (Kusumadmo, 2013), kata strategi secara etimologis berasal 

dari kata Yunani yaitu Strategos, yang terbentuk dari kata stratos atau 

prajurit dan kata ego atau pemimpin. Dalam (Anonim, 2010), strategi 

(kata benda) : sebuah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai 

tujuan jangka panjang atau umum. Menurut buku Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) yang diterbitkan tahun 2007, Strategi: (1) ilmu 

pengetahuan dan seni yang menggunakan seluruh sumber daya suatu 

bangsa untuk melaksanakan strategi tertentu di perang dan perdamaian; 

(2) ilmu pengetahuan dan seni membimbing tentara untuk menghadapi 

musuh dalam perang, untuk mendapatkan kondisi yang 

menguntungkan; (3) perencanaan kegiatan yang cermat untuk mencapai 

tujuan yang ditentukan; (4) poin bagus dari taktik pascaperang.  

 

Berdasarkan beberapa definisi strategi, kita dapat menyimpulkan 

menurut arti bahasa yang digunakan. Strategi adalah rencana jangka 

panjang yang disusun untuk mengarah pada pencapaian tujuan dan 

sasaran tertentu. Menurut (Jauch, 2000) strategi adalah seperangkat 

kebijakan yang terpadu dan komprehensif yang bertujuan untuk 

menghubungkan kepentingan perusahaan dengan masalah lingkungan 

dan memastikan bahwa melalui implementasi yang tepat oleh 

perusahaan dan mencapai tujuan utamanya. 
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Menurut (Prahalad, 2022) “Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam hal tujuan jangka panjang, program tindak lanjut dan 

prioritas alokasi sumber daya”. Ada beberapa jenis strategi yang 

diberikan oleh para ahli pada setiap buku. Sebuah strategi memiliki 

dasar atau skema untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi pada 

dasarnya adalah alat untuk mencapai tujuan.  

 

Menurut (Marrus, 2002) strategi didefinisikan sebagai proses penentuan 

rencana oleh manajemen senior yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang suatu organisasi dan menguraikan metode atau inisiatif untuk 

mencapai tujuan tersebut. Strategi sebagai format atau rencana yang 

mengintegrasikan tujuan utama, kebijakan dan prosedur dalam suatu 

organisasi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Strategi yang dibuat 

dengan baik membantu mengatur dan mengalokasikan sumber daya 

perusahaan dengan cara yang unik dan berkelanjutan. Berdasarkan 

kemampuan dan kelemahan internal, megantisipasi perubahan 

lingkungan dan kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata 

musuh. 

 

Berdasarkan kedua pendapat di atas, strategi dapat diartikan sebagai 

rencana yang dibuat oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Rencana ini mencakup : sasaran, kebijakan dan 

tindakan yang harus diambil organisasi untuk mempertahankan 

keberadaannya dan meredakan persaingan. Secara khusus, suatu 

organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif. 

 

 

2.1.2. Pengertian Manajemen Strategi 

 

Menurut (David, Strategic Management, 2010) manajemen strategi 

didefinisikan sebagai seni dan ilmu perumusan, menerapkan, dan 

mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Manajemen strategi dapat 

mengacu pada perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi, dengan 
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perencanaan strategi yang hanya mengacu pada perumusan strategi. 

Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk menggunakan dan 

menciptakan peluang baru dan berbeda nantinya; perencanaan masa 

depan yang berbeda, mencoba mengoptimalkan tren saat ini untuk 

antisipasi masa depan.  

 

 

2.1.3. Tahapan Manajemen Strategi 

 

Tahapan Manajemen Strategi Menurut (David, Strategic Management, 

2010), dalam manajemen strategi terdapat tiga proses yakni perumusan 

strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Ketiga proses ini 

terjadi pada tiga tingkatan hirarki dalam organisasi besar: divisi 

perusahaan atau unit bisnis strategi, dan fungsional. Dengan 

meningkatkan komunikasi serta interaksi antara manajer dan karyawan 

di tingkat hirarki, manajemen strategi membantu fungsi perusahaan 

sebagai tim yang kompetitif.  

 

a. Perumusan Strategi 

Dalam perumusan strategi menurut Fred R. David merupakan tahap 

awal yang terdiri dari cara atau langkah-langkah untuk menentukan 

strategi tertentu yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. (David, Strategic Management, 2010, hal. 6) 

perumusan strategi tersebut mencakup: 

 

1. Pengembangan visi dan misi 

(David, Strategic Management, 2010, hal. 16) visi adalah 

pernyataan yang menjawab pertanyaan “Kita ingin menjadi 

seperti apa?” sebagai dasar untuk mengembangkan 

pernyataan visi yang komprehensif. Mengembangkan visi 

sering kali dipandang sebagai langkah pertama dari 

perencanaan strategi. Pernyataan misi adalah pernyataan 

tujuan yang secara jelas membedakan suatu organisasi dari 

organisasi lain.  
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2. Identifikasi peluang dan ancaman organisasi 

Dalam (David, Strategic Management, 2010, hal. 120) 

tujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman organisasi 

yaitu agar dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting 

yang menawarkan respons berupa tindakan. Organisasi 

harus mampu merespons secara ofensif maupun defensif 

terhadap berbagai faktor dengan merumuskan strategi yang 

bisa mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau 

meminimalkan dampak dari ancaman potensial. 

 

3. Kesadaran akan kekuatan dan kelemahan organisasi 

Menurut (David, Strategic Management, 2010, hal. 176), 

kekuatan atau kelemahan internal ditambah dengan peluang 

atau ancaman eksternal dan pernyataan misi yang jelas 

memberi landasan untuk menetapkan tujuan dan strategi. 

Tujuan dan strategi ditetapkan dengan tujuan untuk 

mendayagunakan kekuatan serta mengatasi kelemahan 

internal. 

 

4. Penetapan tujuan jangka panjang 

Menurut (David, Strategic Management, 2010, hal. 244) 

tujuan jangka panjang menyajikan hasil-hasil yang 

diharapkan dari implementasi strategi tertentu. Strategi 

menyajikan segala tindakan yang harus diambil untuk 

mencapai tujuan jangka panjang.  

 

Permasalahan perumusan strategi mencakup memutuskan bisnis 

baru apa yang ingin dimasuki, bisnis apa yang harus ditinggalkan, 

bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah benar untuk 

memperluas jangkauan operasi atau diversifikasi, apakah akan 

memasuki pasar internasional, apakah akan merger atau 

membentuk joint venture, dan bagaimana untuk menghindari 

pengambilalihan.  
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b. Implementasi Strategi 

Menurut (David, Strategic Management, 2010)  implementasi 

strategi adalah menggerakkan pegawai dan manajer untuk 

menempatkan rumusan strategi ke dalam suatu tindakan yang 

mendukung strategi yang telah dirumuskan. Sering dianggap 

sebagai tahapan paling sulit dalam manajemen strategi. Syarat 

utama keberhasilan implementasi strategi yaitu kemampuan 

interpersonal 

 

Implementasi strategi mencakup budaya pengembangan strategi, 

menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya 

pemasaran, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan 

memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi 

dengan kinerja karyawan. 

 

c. Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam manajemen strategi. 

(David, Strategic Management, 2010) seorang manajer harus tahu 

kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian 

atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh 

informasi tersebut. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di 

masa yang akan datang karena berbagai faktor eksternal dan 

internal terus-menerus berubah. 

 

Terdapat tiga dasar kegiatan dalam evaluasi strategi yakni: (1) 

mengulas faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar 

strategi saat ini, (2) mengukur kinerja, dan (3) mengambil tindakan 

korektif. Evaluasi strategi dibutuhkan karena kesuksesan yang 

dialami saat ini tidak menjamin kesuksesan dimasa depan. 

Kesuksesan selalu menciptakan masalah yang baru dan berbeda. 
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2.2. Tinjauan Pengawasan 

 

2.2.1. Pengertian Pengawasan 

 

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa 

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan 

dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. 

Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara 

perencanaan dan Pengawasan (Yahya, 2006). Pengawasan adalah 

proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan 

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. 

 

Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah 

suatu usaha sitematik untuk menetapkan standard pelaksanaan dengan 

tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, umpan balik, 

membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan 

sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan 

serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin 

bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 

efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan (Zamani, 1998). Secara 

umum, pengawasan dapat diartikan sabagai suatu kegiatan untuk 

mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang 

diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. 

 

 

2.2.2. Tujuan Pengawasan 

 

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah 

perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu 

fungsi manajemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi 

memang mutlak diperlukan. Pelaksanakan suatu rencana atau program 

tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan 

berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan 

tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Menurut 
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Ranupandojo, tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar 

pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan 

dan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan Soekarno dalam gouzali 

saydam mengemukakan tujuan pengawasan antara lain sebagai berikut: 

 

a. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai 

dengan rencana 

b. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah sesuai dengan  

instruksi 

c. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan efisien 

d. Untuk mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam 

kegiatan 

e. Untuk mencari jalan keluar bila ada kesulitan, kelemahan atau 

kegagalan ke arah perbaikan (Saydam, 2000) 

 

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang 

direncanakan menjadi kenyataan. Untuk benar merealisasikan tujuan 

utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar 

pelaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan 

dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan penemuan-penemuan 

tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada 

waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Terwujud nya tujuan 

yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan 

tujuan dari pengawasan, sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu 

mempunyai tujuan tertentu. Pengawasan mutlak diperlukan dalam 

usaha pencapaian suatu tujuan. 
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2.2.3. Fungsi Pengawasan 

 

Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat 

penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. Pengawasan bisa 

menjadi fungsi pengendali bagi manajemen untuk memastikan bahwa 

rencana-rencana yang telah mereka tetapkan dapat berjalan secara 

mulus dan lancar sehingga organisasi bisa mencapai setiap sasaran yang 

telah ditetapkan.  

 

Pengawasan (controlling) sebagai fungsi manajemen bila dikerjakan 

dengan baik, akan menjamin bahwa semua tujuan dari setiap orang atau 

kelompok konsisten dengan tujuan jangka pendek maupun jangka 

panjang. Hal ini membantu meyakinkan bahwa tujuan dan hasil tetap 

konsisten satu sama lain dengan tujuan organisasi.  

Proses pengendalian mulai dengan perencanaan sampai pencapaian 

tujuan penampilan kerja. Tujuan penampilan kerja untuk mengukurnya 

maka disusunlah standar-standar capaian, ada dua tipe standar: 

 

a. Standar output (keluaran), berfungsi untuk mengukur hasil-hasil 

    tampilan dalam istilah kuantitas, kualitas, biaya atau waktu. 

b. Standar input (masukan) berfungsi untuk mengukur usaha-usaha 

     kerja yang masuk kedalam tugas. 

 

Secara lebih detailnya, fungsi pengawasan adalah sebagai berikut: 

 

a. Sebagai sarana manajemen untuk memberikan penilaian apakah 

pengendalian yang telah dilakukan oleh manajemen sudah 

mencukupi serta telah dikerjakan dengan efektif 

b. Untuk memberikan penilian apakah organisasi telah bekerja sesuai 

dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang telah dilaporkan 

oleh pelaksana tugas organisasi. 

c. Untuk memberikan penilaian apakah setiap bagian dari manajemen 

telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnhya. 
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d. Untuk memastikan apakah pekerjaan telah dilakukan secara efektif 

dan efisien 

e. Untuk memastikan apakah tujuan organisasi telah tercapai atau tidak 

 

 

2.2.4. Macam-Macam Pengawasan 

 

Pengawasan dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung 

darisudut pandang mana pengawasan tersebut ditinjau. 

 

a. Dari sudut subyek yang mengawasi, dibedakan menjadi: 

1. Pengawasan internal dan pengawasan eksternal 

2. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. 

3. Pengawasan formal dan pengawasan informal. 

4. Pengawasan manajerial dan pengawasan staf. 

 

b. Dari sudut obyek yang diawasi, dibedakan: 

1. Pengawasan material dan produk jadi/setengah jadi. 

2. Pengawasan keuangan dan biaya, yang sasaranya meliputi: 

3. Anggaran dan pelaksanaanya. 

4. Biaya-biaya yang dikeluarkan. 

5. Pendapatan atau penerimaan dalam bentuk uang. 

6. Pengawasan waktu (time). 

7. Pengawasan personalia, yang sasarannya meliputi: kejujuran, 

kesetiaan, kerajinan, tingkah laku, kesetiakawanan. 

 

 

2.3. Tinjauan Pemilihan Umum 
 

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
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Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) diartikan sebagai 

mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada 

orang atau partai yang dipercayai, sedangkan menurut Ali Moertopo, Pemilu 

adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya 

sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

 

Penjelasan di atas menunjukan bahwa pemilihan umum sebagai sarana 

terwujudnya demokrasi. Dimana rakyat sebagai pemegang penuh kekuasaan 

memberikan suaranya untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat sesuai 

dengan aturan perundang-undangan. Menurut (Prihatmoko, 2003), pemilu 

dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yaitu: 

 

a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 

b. Alternatif kebijakan umum (public policy).  

c. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada 

badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau 

partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap 

terjamin.  

d. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang 

dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut 

serta dalam proses politik.  

 

Berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui 

bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin 

pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk 

membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan 

rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan 

dalam UUD 1945. Berdasarkan undang-undang, dalam pelaksanaan 

pemilihan umum asas-asas yang digunakan adalah sebagai berikut:  

 

a. Langsung  

Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk 

memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan 

diri sendiri tanpa ada perantara.  
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b. Umum  

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang 

memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 

kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.  

c. Bebas 

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai 

pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 

dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 

siapa pun. 

d. Rahasia 

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin 

kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 

dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya 

diberikan. 

e. Jujur  

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan 

juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.  

f. Adil 

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta 

pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 

kecurangan pihak mana pun. 

 

 

2.4. Tinjauan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

 

2.4.1. Pengertian Bawaslu 

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok 

melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, 

yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan 

Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Bawaslu suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas 5 tahun. 
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Panwaslu adalah lembaga adhoc yang dibentuk sebelum tahapan 

pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai 

dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. 

Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang 

tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, 

Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta 

terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk 

mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar 

Indonesia. 

 

Bawaslu mau tidak mau harus meningkatkan kemampuannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan pemilu, penegakan hukum pemilu, dan 

penyelesai sengketa pemilu. Dengan mempertimbangkan perubahan-

perubahan pengaturan pemilu sebagaimana dirumuskan oleh UU No. 

7/2017, maupun dengan melihat perkembangan dinamika politik di 

lingkungan pemilih, partai politik peserta pemilu, maupun 

penyelenggara pemilu. Kemampuan memetakan masalah-masalah 

hukum pemilu tersebut merupakan bahan dasar bagi Bawaslu untuk 

menyusun strategi pengawasan Pemilu, penegakan hukum Pemilu, dan 

penyelesai sengketa Pemilu, khususnya dalam menghadapi Pemilu 

2024 nanti. Bawaslu memiliki ruang lingkup yaitu dengan 

Menindaklanjuti Apa yang dilakukan KPU terkait pelaksanaan sanksi 

atas laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Sebagai lembaga 

pengawas pemilihan umum, Bawaslu mempunyai wewenang untuk 

mengawasi setiap proses Pemilu termasuk di media sosial.  

Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pemilihan umum di media 

sosial diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 28 Tahun 

2018, antara lain yang muatannya adalah mengawasi akun media sosial 

yang didaftarkan di KPU dan mengawasi akun media sosial selain yang 

didaftarkan di KPU atau biasa kita sebut sebagai akun bodong. 
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2.4.2. Tugas Bawaslu 

Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah: 

 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 

untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses Pemilu; 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 

3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; danpelaksanaan persiapan 

lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 

terdiri atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap; 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 
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9. Pekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK(Panitia 

Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan 

KPU; 

10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu; 

12. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 

1. Putusan DKPP (Dewaan Kehormatan Penyelenggara Pemilu); 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota; 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas 

aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional 

Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

g. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

kepada DKPP; 

h. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu 

(Penegak Hukum Terpadu); 

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

k. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 
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2.4.3. Wewenang Bawaslu 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 adalah: 

 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi 

Pemilu; 

c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai 

hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas 

anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota 

Kepolisian Republik Indonesia; 

f.  Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu 

  Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika 

  Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan 

  sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 

  ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait 

  dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, 

  pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa 

  proses Pemilu; 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 

  Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan 

  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i.  Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

 Panwaslu LN; 
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j.  Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

 Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu 

 LN; dan 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

  perundang- undangan. 

 

 

2.5. Tinjauan Media Sosial 
 

2.5.1. Pengertian Media Sosial 
 

Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari 

teknologi-teknologi web baru berbasis internet, yang memudahkan 

semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi 

dan membentuk sebuah jaringan secara online, sehingga dapat 

menyebarluaskan konten mereka sendiri. Post di blog, tweet, atau video 

YouTube dapat direproduksi dan dapat dilihat secara langsung oleh 

jutaan orang secara gratis. Media sosial adalah fitur berbasis website 

yang dapat membentuk jaringan serta memungkinkan orang untuk 

berinteraksi dalam sebuah komunitas. Pada media sosial kita dapat 

melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi dan saling 

berkenalan dalam bentuk tulisan visual maupun audiovisual. Contohnya 

seperti Twitter, Facebook, Blog, Forsquare dan lainnya. Manfaat media 

sosial menurut (Puntoadi, 2011) adalah menentukan personal branding 

yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara 

berkomunikasi, untuk konsistensi dan sebagai Mix the media. Fantastic 

marketing result through Social media: “people don’t watch TV’s 

anymore, they watch their mobile phones”. 

 

Media Sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat 

dengan konsumen, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas 

online. Media sosial dapat menjadi bagian dari keseluruhan e-marketing 

strategy yang digabungkan melalui media sosial lain. Serta sebagai 

jalan menemukan menciptakan para brand evangelist. Media sosial 

memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya dan 
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memberikan kesempatan mendapatkan feedback secara langsung. 

Demikian cepatnya orang bisa mengakes media sosial mengakibatkan 

terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di 

negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia.  

 

Namun banyak pengguna media sosial yang kesulitan melihat dunia di 

media sosial itu sendiri sebagai sesuatu yang nyata. Pada akhirnya 

terjadi banyak penyelewengan dalam bermedia sosial. Oleh karena 

identitas tidak menggunakan identitas asli, akhirnya sesseorang bisa 

dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau hoaks. Menggunakan 

akun anonim yang juga membuat seseorang melakukan ujaran 

kebencian atau hate speech.  

 

Dalam konteks pemilihan umum, hoaks atau berita bohong dapat 

mengganggu terwujudnya pemilihan umum yang adil. Oleh karena itu 

Bawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk 

melakukan pengawasan pemilihan umum di media sosial. 

 

 

2.5.2. Fungsi Media Sosial 

 

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut : 

a. Informasi  

1. Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.  

b. Korelasi  

1. Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan 

informasi.  

2. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. 

3. Mengkoordinasi beberapa kegiatan          

4. Membentuk kesepakatan. 
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c. Kesinambungan  

1. Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan 

     kebudayaan khusus (subculture) serta perkembangan budaya 

     baru. 

2. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai. 

d. Hiburan  

1. Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. 

2. Meredakan ketegangan sosial. 

e. Mobilisasi  

1. Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, 

     perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga 

     dalam bidang agama. 

 

 

2.5.3. Karakteristik Media Sosial 

 

Menurut (Sulianta, 2015), Karakterististik yang dijumpai pada media 

sosial yaitu: 

 

a. Transparansi 

  Transparansi adalah keterbukaan informasi karena   konten media 

   sosial ditunjukkan untuk konsumsi publik untuk   sekelompok orang 

b. Dialog dan Komunikasi 

Ketika ada sebuah komunikasi maka akan   terjalin hubungan dan 

komunikasi interaktif menggunakan ragam   fitur. Misalnya 

mediasosial seperti facebook, para penggunanya bisa   saling 

berkomunikasi lewat chat inbox maupun saling memberi   komentar 

pada foto yang terpasang di akun facebook yang muncul di   timeline 

penggunanya. 

c. Jejaring Relasi 

Hubungan antara pengguna layaknya jaring–jaring   yang terhubung 

satu sama lain. Komunitas jejaring sosial memiliki   peranan kuat 

yang akan memengaruhi audiensinya.  
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d. Multi Opini 

Setiap orang yang menggunakan media sosial dengan   mudahnya 

berargumen dan mengutarakan pendapatnya misalnya   dalam 

instagram. Seseorang yang menggunakan instagram dapat   memberi 

komentar pada foto yang diupload oleh teman sesama   instagram. 

 

2.5.4.   Jenis Media Sosial 

 

Berikut ini 6 (enam) jenis media sosial:  

 

a. Layanan blog  

  Blog secara ringkas bisa dipahami sebagai jurnal pribadi di internet, 

  untuk berbagi catatan atau pandangan penggunanya tentang beragam 

  hal. Penggunanya lazim disebut sebagai narablog (blogger). Contoh: 

  WordPress, Blogger. 

b. Layanan jejaring sosial (social network)  

  Jenis layanan yang fokus pada terbangunnya jejaring di antara 

  penggunanya untuk saling berbagi pesan, informasi, foto, atau video. 

  Model relasi antar pengguna yang lumrah berbentuk pertemanan 

  dengan cara saling Add atau Connect. Contoh: Facebook, Lindkedin. 

c. Layanan blog mikro (microblogging)  

  Meski kegunaannya serupa, tapi jenis media ini lebih ringkas, hingga 

  memengaruhi alur interaksinya yang jadi lebih cepat 

  dibandingkan blog. Contoh: Twitter. 

d. Layanan berbagi media (media sharing) 

  Kalau kita suka menonton YouTube atau mendengar Soundcloud, 

  keduanya tergolong dalam jenis ini; yang fokus utamanya memang 

  untuk berbagi konten media seperti foto, audio, atau video. Contoh 

  lain: Instagram, Flickr.  

e. Layanan forum  

  Bisa dibilang sebagai jenis media sosial klasik yang sudah dikenal 

  sejak lama. Layanan ini jadi tempat pengguna bisa 
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  memperbincangkan hal atau topik spesifik dengan pengguna lain di 

  dalam ruang diskusi. Contoh: Kaskus, Quora. 

f.  Layanan kolaborasi  

  Seperti namanya, layanan ini memberi kesempatan penggunanya 

  untuk berkolaborasi dalam memuat, menyunting, atau mengoreksi 

  konten. Contoh: Wikipedia. 

 

Kemampuan untuk menguasai media sosial dan memanfaatkannya akan 

menjadi faktor strategis bagi pelaku politik dalam proses komunikasi 

dan kampanye politiknya. Menjadi suatu hal yang identik bahwa pelaku 

politik yang paling populer di media sosial adalah yang mendapat 

dukungan dan memperoleh suara terbanyak dari khalayak.  

 

Di sisi lain, konten di media sosial dapat berimbas negatif bagi para 

pesaing politik. Opini akan kekurangan dan kelemahan bahkan 

kesalahan dari para pesaing politik, tak jarang dapat menimbulkan 

masalah. Memang, sudah ada banyak aturan main bahkan sudah 

terbentuk dalam sebuah undangundang (UU), baik UU ITE dan UU 

Pemilu beserta perangkat Bawaslu dan aparat Kepolisian. 
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2.6. Kerangka Pikir 

 
Pada Pemilu 2024 nanti banyak tantangan yang akan dihadapi, mulai dari 

pelanggaran kampanye, money politics hingga kegaduhan di media sosial. 

Perilaku dalam bermedia sosial pada tahun politik mempunyai peran yang 

sangat strategis. Selain itu frekuensi munculnya ancaman hoaks, black 

campaign, dan buzzer semakin tinggi.  Oleh karena itu, strategi Bawaslu 

dibutuhkan untuk dapat lebih optimal dalam melakukan pencegahan dan 

menangani pelanggaran yang kerap terjadi di media sosial. Sebagai lembaga 

pengawas pemilihan umum, Bawaslu mempunyai wewenang untuk 

mengawasi setiap proses pemilu termasuk media sosial.  

 

Kewenangan Bawaslu untuk mengawasi media sosial diatur dalam 

Perbawaslu No 28 Tahun 2018, antara lain yang muatannya ialah mengawasi 

akun media sosial yang didaftarkan di KPU dan mengawasi akun media 

sosial selain yang didaftarkan di KPU. Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori strategi menurut (David, Strategic Management, 2010), 

dalam manajemen strategi terdapat tiga proses yaitu perumusan strategi, 

implementasi strategi, evaluasi strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Kerangka Pikir 

(Diolah Peneliti,2022) 

 

 

Strategi menurut (David, 

Strategic Management, 2010), 

terdapat 3 tahap manajemen 

strategi: 

1. Perumusan Strategi 

    -Menentukan Visi dan Misi 

-Identifikasi Peluang dan 

 Ancaman 

-Kesadaran Akan Kekuatan 

 dan Kelemahan 

-Penetapan Tujuan Jangka 

 Panjang 

 

2. Implementasi Strategi 

   - Menuangkan rumusan strategi 

     ke dalam sebuah tindakan 

 

3. Evaluasi Strategi 

    -Mengukur Kinerja 

Strategi Pengawasan Pemilu Di Media Sosial 

 

Pengawasan Proses Pemilu Di 

Media Sosial dalam Perbawaslu 

No 28 Tahun 2018: 

1. Mengidentifikasi isi materi 

dan ujaran kampanye di media 

sosial yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-

undangan 

2. Melakukan pengawasan akun 

media sosial yang didaftarkan di 

KPU (akun resmi) dan akun 

tidak resmi/bodong 

Berita Bohong 

Atau Hoaks 

 

Buzzer 

 

Kampanye 

Hitam 

 

Masalah Pemilu 

Di Media Sosial  

 

Strategi Pengawasan Pemilu Di Media Sosial Oleh 

Bawaslu Provinsi Lampung 
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III. METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Tipe Penelitian 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

(Bogdan, 1992) dan (Moleong, 2010) menjelaskan bahwa metode kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Untuk penelitian deskriptif didefinisikan oleh (Nuzul, 2009) sebagai 

penelitian yang diarahkan memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau 

kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, tentang sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu. 

 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 
 

a. Data primer, berupa hasil wawancara dengan informan penelitian dan hasil 

penelusuran yang dilakukan langsung di lokasi penelitian yaitu; Kantor 

Bawaslu Provinsi Lampung Jl. Pulau Morotai No.89, Jagabaya III, Kec. 

Wayhalim, Kota Bandar Lampung, Lampung.  

b. Data sekunder, secara umum berupa bukti, catatan atas laporan historis 

yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. Data sekunder ini yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu UU No. 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 

Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. 
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3.3. Teknik pengumpulan data 

 
Pengumpulan data sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha 

mengumpulkan data diantaranya pengetahuan mengenai permasalahan dan 

informasi yang berhubungan dengan latar belakang informasi terhadap 

penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

 

a. Wawancara atau Interview 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan apa yang 

diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk 

dijawab pada kesempatan ini (Noor, 2011). Pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara mendalam sehingga dapat menggali informasi 

yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, pandangan 

responden mengenai masalah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis 

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, 

baik berupa prosedur, peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta 

berupa foto. Pada penelitian ini dokumentasi yang diperlukan seperti foto 

kegiatan rapat, audiensi dan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi 

Lampung terkait permasalahan Pemilu di media sosial. 

 

 

3.4. Informan Penelitian 

 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling 

mengetahui dan bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia 

bekerjasama, mau diajak diskusi dan membahas hasil penelitian dan 

memberikan petunjuk kepada siapa saja, sehingga peneliti bisa mendapatkan 

informasi lebih mendalam tentang suatu masalah. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih 

informan yang paling mengetahui peran Bawaslu dan apa saja yang menjadi 

hambatan bawaslu dalam melakukan pengawasan.  
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Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak, adapun yang menjadi informan yang akan 

memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh demi 

penelitian ini adalah: 

 

       Tabel. 3 Informan Penelitian 

NO Nama Jabatan Instansi 

1 Karno Ahmad Satarya, S.Sos. I Koordinator Divisi 

Pencegahan dan 

Partisipasi 

Masyarakat Bawaslu 

Provinsi Lampung 

Bawaslu 

Provinsi 

Lampung 

2 Ricky Ardian, S.IP, M.IP Staff Divisi 

Pengawasan Bawaslu 

Provinsi Lampung 

Bawaslu 

Provinsi 

Lampung 

 

3 

 

Ayu Mega Sari 

Ketua Netfid 

(Network for 

Indonesian 

Democratic Society) 

Lampung 

Netfid 

(Network 

for 

Indonesian 

Democratic 

Society) 

Lampung 

4 Ahmad Novriwan Ketua JMSI Provinsi 

Lampung 

JMSI 

Lampung 

      (Diolah Peneliti, 2022) 

 

 

3.5. Fokus penelitian 
 

Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Strategi yang menurut 

(David, 2011) terdiri dari; perumusan strategi, penerapan strategi dan 

penilaian strategi. 

 

Perumusan Strategi, dapat berupa: 

 

a. Mengidentifikasi visi dan misi Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

melakukan pengawasan pemilu di media sosial. 

b. Melakukan identifikasi terkait peluang dan ancaman Bawaslu Provinsi 

Lampung dalam melakukan strategi pengawasan di media sosial 
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c. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Bawaslu Provinsi Lampung 

dalam melakukan strategi pengawasan di media sosial 

d. Mengetahui tujuan jangka panjang Bawaslu Provinsi Lampung dalam 

pengawasan Pemilu di media sosial 

 

Implementasi strategi, dapat berupa: 

 

a. Melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarkan di KPU (akun 

resmi) dan akun tidak resmi/bodong sebagaimana sesuai dengan 

Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2018. 

b. Melakukan kerja sama dalam pengawasan Pemilu di media sosial dengan 

pihak eksternal 

c. Membentuk sekolah kader dan forum diskusi 

d. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengawasan Pemilu 

melalui media sosial 

 

Evaluasi strategi, dapat berupa: 

 

a. Evaluasi terhadap kinerja strategi yang telah dilakukan. 

 

 

3.6. Lokasi Penelitian 
 

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk membatasi daerah dari hal-hal 

yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini dilakukan di Badan Pengawas 

Pemilu Provinsi Lampung karena perilaku bermedia sosial pada tahun politik 

mempunyai peran yang sangat strategis. Selain itu frekuensi munculnya 

ancaman hoaks, black campaign, ujaran kebencian dan buzzer semakin 

tinggi. Oleh karena itu, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai 

lembaga pengawas (Bawaslu) dibutuhkan untuk dapat lebih optimal dalam 

melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran yang kerap terjadi di 

media sosial sesuai dengan Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. 
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3.7. Analisis Data 

 
Menurut Sugiyono (Sugiyono, 2016) analisis data yaitu proses untuk 

mengelompokkan pengurutan data kedalam ketentuan-ketentuan data yang 

ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah di dapatkan. 

Dalam penelitian ini digunakan data deskriptif kualitatif.  

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat 

gambaran mengenai situasi dan kejadian-kejadian. Berikut ini adalah teknik 

analisis data yang digunakan oleh peneliti:  

 

a. Reduksi data  

Menurut miles dan huberman dalam (Sugiyono, 2016) reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis dilapangkan sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung 

terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.  

b. Penyajian Data  

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

deskriptif, dnegan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan 

yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya 

rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 

diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan 

permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang 

sempurna sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa 

data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran 

dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan 

penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan. 

  



40 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM  

 

 

4.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia  

 

4.1.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu  

 

Sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ini sebenarnya pertama 

muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan Pemilu pertama di Indonesia 

yaitu pada tahun 1955, namun saat itu belum dikenal istilah 

Pengawasan Pemilu. Pada masa itu terdapat trust di seluruh peserta dan 

masyaraka Indonesia mengenai pelaksanaan Pemilu yang ditujukan 

untuk membentuk lembaga parlemen yang pada era itu dikenal dengan 

Konstituante. Masa itu terdapat pertentangan ideologi yang cukup 

besar, namun bisa dikatakan sangat minim terjadinya kecurangan dalam 

penyelenggaraan tahapan Pemilu, kalaupun ada gesekan yang muncul 

tapi gesekan tersebut terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Dapat 

dikatakan gesekan tersebut muncul karena merupakan konsekuensi 

logis dari terdapatnya pertarungan antar ideologi pada masa itu. Sampai 

saat ini pun masih terdapat keyakinan bahwa Pemilu tahun 1955 

tersebut adalah Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan 

Pengawas Pemilu baru muncul pada penyelenggaraan Pemilu tahun 

1982 dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak 

Pemilu). Masa itu sudah mulai terdapat distrust  terhadap pelaksanaan 

Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. 

 

Pembentukan Panwaslak pada tahun 1982 disebabkan oleh protes-

protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan 

suara yang diperbuat oleh para petugas Pemilu pada Pemilu tahun 1971. 

Terlebih pada Pemilu tahun 1977 terjadinya pelanggaran dan 
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manipulasi lebih masif. Protes-protes tersebut akhirnya direspon oleh 

pemerintah dan DPR yang saat itu didominasi oleh Golkar dan 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sehingga 

menimbulkan ide untuk merevisi Undang0Undang dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas Pemilu di tahun 1982. Niat untuk memenuhi 

tuntutan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi 

Indonesia (PDI), pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta 

Pemilu ke dalam kepanitiaan Pemilu. Lebih dari itu, pemerintah juga 

memperkenalkan adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan 

Pemilu dengan tujuan mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). 

LPU adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada era 

reformasi, desakan untuk membentuk penyelenggara Pemilu yang 

bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. 

Dengan tujuan itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu 

yang bersifat independen yang disebut KPU.  

 

Campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat 

penyelenggara Pemilu sebelumnya. Di sisi lain lembaga Pengawas 

Pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi 

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Perubahan mendasar mengenai 

kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang tersebut 

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Pengawasan Pemilu dibentuk 

sebuah lembaga adhoc terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari 

Panwaslu, Panwaslu Provinsi, Pnawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu 

Kecamatan. 

 

Lalu kelembagaan Pengawas Pemilu diperkuat dengan adanya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu dengan 

dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dikenal dengan Bawaslu. 

Dalam melakukan pengawasan Pemilu, aparatur Bawaslu berada di 

berbagai tingkatan mulai dari Panwaslu Provinsi, Panwaslu 

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan (PPL) 
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di tingkat kelurahan/desa. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Panwaslu merupakan 

kewenangan dari KPU. Namun setelah diresmikannya Keputusan 

Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang Bawaslu lakukan 

terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas 

Pemilu secara penuh menjadi kewenangan dari Bawaslu.  

 

Pengawas Pemilu memiliki kewenangan utama yang berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu untuk mengawasi 

pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani 

kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta 

kode etik. Perubahan-perubahan pada kelembagaan Pengawas Pemilu 

masih berjalan dengan diresmikannya Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan 

Pengawas Pemilu kembali diperkuat dengan dibentuknya lembaga tetap 

Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Bawaslu Provinsi. 

 

Lebih dari itu, pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh 

unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal 

Bawaslu. Lalu pada hal kewenangan, selain adanya kewenangan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2007, terdapat juga kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 yaitu kewenangan untuk menangani sengketa 

Pemilu. Berdasarkan sejarah lembaga Penyelenggara Pemilu bisa 

dikatakan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu telah mengalami 

berbagai perubahan-perubahan. Terdapat keterkaitan dalam penelitian 

yang peneliti lakukan yaitu peneliti ingin mengetahui apa saja bentuk 

strategi yang Bawaslu Provinsi Lampung lakukan dalam menangani 

pelanggaran Pemilu yang terjadi di media sosial, di mana Bawaslu 

sendiri merupakan lembaga penngawas Pemilu sekaligus lembaga 

penyelenggara Pemilu. 
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4.1.2. Visi, Misi dan Tujuan Badan Pengawas Pemilu  

 

Hadirnya peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran 

Pemilu memunculkan beberapa perubahan fundamental dalam 

kelembagaan Bawaslu, yang meliputi antara lain: 

1. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum; 

2. Penguatan terhadap tugas, wewenang serta kewajiban pengawas 

Pemilu. 

3. Peningkatan status kelembagaan pengawas Pemilu ditingkat 

Kabupaten/Kota dari yang awalnya adhoc menjadi permanen; dan 

4. Penguatan struktur kelembagaan kesekretariatan organisasi. 

 

Pada sisi lain, hadirnya kepemimpinan baru di Bawaslu juga 

menimbulkan beberapa gagasan untuk meningkatkan dan 

mempertajam arah pembangunan kelembagaan pengawasPemilu. 

Oleh karena itu, perlunya penyesuaian oleh Bawaslu atas rencana 

strategisnya supaya dapat mengakomodasi beberapa perubahan 

fundamental tersebut. Dalam rangka penyesuain tersebut, maka 

ditetapkanlah Visi Bawaslu Tahun 2020-2024 yaitu: “Menjadi 

Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Makna dari Visi 

Bawaslu tersebut adalah penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja 

bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan 

Pemilu banyak ditentukan oleh berbagai faktor dan aktor. Oleh 

karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang 

mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu 

yang demokratis dan berintegritas. 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bawaslu menyusun misi 

yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 

2020-2024. Berikut adalah misi Bawaslu: 

 

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu 

yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan 

partisipatif; 
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2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan 

penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan 

sederhana; 

3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan 

terintegrasi; 

4. Memperkuat sistem teknologi infromasi untuk mendudukung 

kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa 

Pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; 

5. Mempercepat penguatan kelembagaan dan SDM pengawas serta 

aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas 

Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional 

dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata 

pemerintahan yang baik dan bersih. 

 

Penjelasan kelima misi Bawaslu tersebut yaitu kelima misi di atas, 

yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu, 

ditujukan untuk mencapai visi Bawaslu yaitu “Menjadi Lembaga 

Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Hal tersebut menegaskan 

bahwa Bawaslu bertanggung jawab untuk menghasilkan Pemilu 

Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD serta 

pemilihan kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupat-Wakil 

Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yang demokratis, 

berintegritas dan berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel dan 

partisipatif sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017  Tentang Pemilihan Umum dan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomo1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi 

Undang-Undang. 
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Tujuan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan hasil dari 

identifikasi potensi dan permasalahan yang akan ditemukan 

kedepannya dalam rangka mewujudkan visi dan melakanakan misi 

Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu yaitu: 

 

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan 

Pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan 

Pemilu partisipatif; 

2. Meningkatkan kualitas serta efektifitas kegiatan penindakan 

pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan 

hukum yang berkualitas; 

4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi 

yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel; 

5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara 

profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik 

dan bersih serta modern. 

 

 

4.1.3. Tugas Bawaslu 

 

Tugas Bawaslu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 93 adalah: 

a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan 

Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; 

b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 

1. Pelanggaran Pemilu; dan 

2. Sengketa proses Pemilu; 

c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri 

atas: 

1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 

2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 
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3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; danpelaksanaan persiapan 

lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang 

terdiri atas: 

1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih 

sementara serta daftar pemilih tetap; 

2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD 

kabupaten/kota; 

3. Penetapan Peserta Pemilu; 

4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon 

anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu di TPS; 

8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke 

PPK; 

9. Pekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK(Panitia 

Pengawas Kecamatan), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan 

KPU; 

10.Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

11. Penetapan hasil Pemilu; 

12. Mencegah terjadinya praktik politik uang; 

e. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota 

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian 

Republik Indonesia; 

f. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: 
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1. Putusan DKPP (Dewaan Kehormatan Penyelenggara 

Pemilu); 

2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa 

Pemilu; 

3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan 

Bawaslu Kabupaten/Kota; 

4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

dan 

5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran 

netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik 

Indonesia; 

g. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara 

Pemilu kepada DKPP; 

h. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu 

(Penegak Hukum Terpadu); 

i. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Mengevaluasi pengawasan Pemilu; 

k. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan 

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

 

 

4.1.4. Wewenang Bawaslu 

 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 95 

adalah: 

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; 

b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi 

Pemilu; 
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c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; 

d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; 

e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan 

mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil 

negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 

netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; 

f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban 

Bawaslu   Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang 

jika   Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan 

sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak 

terkait   dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran 

administrasi,   pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, 

dan sengketa   proses Pemilu; 

h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan 

  Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan 

  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan 

 Panwaslu LN; 

j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu 

 Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota 

Panwaslu  LN; dan 

k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan   perundang- undangan. 
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4.2. Gambaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

4.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

Berawal pada tahun 2011 di mana saat itu DPR RI sebelumnya telah 

meresmikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Umum, di mana memuat isi yang menguatkan eksistensi Panwaslu 

Provinsi yang sebelumnya hanya bersifat adhoc menjadi Badan 

Pengawas Pemilu Provinsi yang bersifat permanen. Sehingga di bulan 

Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk Timsel untuk 

melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung. 

 

Dengan itu, terbitlah Undang-Undang yang baru tentang penyelenggara 

Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Undang-

Undang tersebut terdapat istilah yang digunakan yaitu Pemlihan 

Gubernur, Bupati dan Wali kota. Berbunyi “Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Wali kota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati dan 

Wali kota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Membahas sejarah berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung rasanya tidak 

lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung 

generasi pertama periode 2012-2017 yang terdiri dari Fatikhatul 

Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Ketiga orang tersebut 

saat itu masih dibantu oleh koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan 

BPP bendahara pengeluaran pembantu yaiatu Tajuddin yang mana saat 

itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat depan Rumah Sakit Umum Daerah 

Kota Bandar Lampung. 

 

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi tersebut dilantik oleh Bawaslu RI 

pada tanggal 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu 

untuk 24 Provinsi di seluruh Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang 

berlatar belakang aktivis di kota Bandar Lampung tersebut, setelah Tim 
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Seleksi Bawaslu Lampung yang mana terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, 

Syafarudin, MA, Masyur Hidayat, M. Ag., DR. Hertanto, serta Hayesti 

Maulida, S. Ag, mengumumkan enam orang terpilih untuk kemudian 

ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI. Diumumkannya pada 

pers tanggal 20 September 2020. 

 

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, 

ketiganya memutuskan pergantian ketua atau rolling posisi setiap 20 

bulan sekali saat itu juga langsung disepakati. Nazarudin terpilih 

sebagai ketua Bawaslu Provinsi Lampung periode awal terbentuk. Pada 

divisi hukum dan penindakan pelanggaran Pemilu dijabat oleh 

Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik pada divisi sumber daya manusia 

dan organisasi. Pergantian untuk jabatan ketua dilakukan tepat setelah 

masa 20 bulan Nazarudin jadi ketua Bawaslu Lampung, diganti oleh 

Fatikhatul Khoiriyah. Namun bertepatan 20 bulan kepemimpinan 

Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah dilarang 

pergantian ketua. 

 

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012, mereka bertiga pulang ke 

kota Bandar Lampung untuk mempersiapkan segala keperluan untuk 

segera mulai bekerja dan langsung dihadapkan dengan adanya tiga 

Kabupaten yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 

secara bersamaan. Untuk Provinsi Lampung, mulai menggelar Pilkada 

serentak itu pada tahun 2010, 2012 dan bahakan yang pertama di 

Indonesia. Melaksanakan Pemilihan Gubernur berbarengan dengan 

Pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan Pilkada 

serentak di Indonesia pada tahun 2015. Diketahui pada tahun 2010 

terdapat lima Pilkada yang bersamaan dilaksanakan yaitu di Kabupaten 

Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Metro, Kabupaten Way 

Kanan dan Kabupaten Pesawaran. 
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Pada tahun 2012 dilaksanakan Pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan 

Lampung Barat. KPU di ketiga Kabupaten tersebut sudah 

melaksanakan tahapan Pilkada sebelum Bawaslu Lampung dibentuk. 

Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya sudah ada meski 

tim seleksi Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari 

pemilihan di Pilkada tiga daerah itu sudah ditetapkan pada hari Kamis 

tanggal 27 September 2012. 

 

Pilgub Lampung dilaksanakan tahun 2014 bersamaan dengan 

penyelenggaraan Pileg di Indonesia tahun 2014. Pada tahun 2014 

dilaksanakan Pilpres, Pileg dan Pilgub di bulan lain. Menjadi catatan 

sejarah bagi Provinsi Lmpung yaitu untuk pertama kalinya diadakan 

Pilpres serta Pileg secara serentak. Percobaan tersebut menjadi 

keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk 

menyelenggarakan Pemilu serentak tahun 2019. 

 

 

4.2.2. Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung 

 

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung tentunya mempunyai 

visi dan misi kelembagaannya sendiri. Berdasarkan pada website 

resmi Bawaslu Provinsi Lampung terdapat visi dari Bawaslu 

Lampung itu sendiri. Visinya yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai 

Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu 

Demokratis, Bermartabat dan Berkualitas. Selanjutnya terdapat 

misi dari Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu: 

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang 

kuat, mandiri dan solid; 

2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan 

efisien; 

3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen 

pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis 

teknologi; 
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4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta 

meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu 

partisipatif; 

5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja 

pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta 

penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan trasnparan; 

6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan 

Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar 

negeri. 

 

 

4.2.3. Tugas Bawaslu Provinsi 

 

Bawaslu Provinsi bertugas: 

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi 

terhadap: 

1. pelanggaran Pemilu; dan 

2. sengketa proses Pemilu; 

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi, yang terdiri atas: 

1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 

2. pemutaktriran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara 

dan daftar pemilih tetap; 

3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara 

pencalonan anggota DPRD provinsi;  

4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD 

provinsi; 

5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 

6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 

7, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil 

Pemilu; 

8. penghitungan suara di wilayah kerjanya; 



53 

 

 
 

9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan 

sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 

10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan 

oleh KPU Provinsi; 

11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang; Pemilu 

lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 

12. Penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi 

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; 

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam 

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;  

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, 

yang terdiri atas: 

1. putusan DKPP; 

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu 

Ihbupaten / Kota; 

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggarannetf,alitas 

semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; 

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan 

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah provinsi; 

h. mengevduasi pengawasen Pemilu di wilayah provinsi; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(1) Dalam melaktrkan pencegahan pelanggaran pemilu dan 

pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas: 
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a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di 

wilayah provinsi; 

b. mengoordinasikan, menJrupervisi, membimbing,memantau, dan 

mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; 

c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan 

pemerintah daerah terkait; dan 

d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 

di wilayah provinsi. 

 

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi 

bertugas: 

a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada 

Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu 

dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi; 

b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu 

di wilayah provinsi; 

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi; 

d. memeriksa, mengkaji, dan memuhrs pelanggaran administrasi 

Pemilu; dan 

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran 

Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu. 

 

(3) Dalam melakr-rkan penindakan sengketa proses pemilu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi 

bertugas: 

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di 

wilayah provinsi; 

b.memverilikasi secara formal dan  materiel permohonan sengketa 

proses Pemilu di wilayah provinsi;  

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah 

provinsi; 
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d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses 

Pemilu; dan 

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah 

provinsi. 

 

 

4.2.4. Wewenang Bawaslu Provinsi 

 

Dalam Pasal 99 Bawaslu Provinsi berwenang: 

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan 

dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pemilu; 

b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah 

provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan 

pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-

Undang ini; 

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan 

memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi; 

d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi 

terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut 

serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini; 

e. mengambil alih sementara hrgas, wewenang, dan kewajiban 

Bawaslu Kabupaten/Kota setelatr mendapatkan pertimbangan 

Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara 

akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan 

perahrran perundangundangan; 

f. meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang 

berkaitan dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran 

Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi; 
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g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu l(abupaten/Kota setelah 

mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang 

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

4.2.5. Tugas Bawaslu Provinsi 

 

Dalam Pasal 100 Bawaslu Provinsi berkewajiban : 

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya; 

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai 

dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/Atau berdasarkan 

kebutuhan; 

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan 

dengan dugaan pelanggaran  yang dilakukan oleh KPU Provinsi 

yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan 

Pemilu di tingkat provinsi; 

e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara 

berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan 

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

4.3. Gambaran Umum Pengawasan Pemilu di Media Sosial 

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai lembaga pengawas 

penyelenggaran Pemilu maka memiliki kewenangan untuk mengawasi 

seluruh tahapan Pemilu termasuk di media sosial. Kewenangan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi media sosial tercantum di 
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Perbawaslu No. 28 Tahun 2018. Dalam Perbawaslu No. 28 Tahun 2018 

media sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet 

yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas. 

Pengawas Pemilu memastikan materi/isi kampanye di media sosial tidak 

memuat: 

 

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 

b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI 

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau 

peserta Pemilu yang lain 

d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat 

e. Mengganggu ketertiban umum 

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan 

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota 

masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain 

 

Dalam Perbawaslu No.28 Tahun 2018 materi atau isi kampanye di media 

sosial memiliki beberpa ketentuan, berupa: 

 

a. Harus sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun 

dan pantas ditampilkan kepada umum;  

b. Tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;  

c. Mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan 

mencerdaskan pemilih;  

d. Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang golongan, pribadi, 

kelompok, atau pasangan calon lain; dan  

e. Tidak bersifat provokatif. 

 

Berdasarkan Perbawaslu No.28 Tahun 2018, pengawasan media sosial 

yang dilakukan oleh peserta Pemilu dilakukan dengan memastikan akun 

media sosial paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi dan 

mendapatkan daftar akun media sosial dari KPU sesuai tingkatannya. 
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Selain melakukan pengawasan akun media sosial yang didaftarakan di 

KPU, pengawas Pemilu melakukan pengawasan terhadap akun media 

sosial yang tidak didaftarkan. Pengawasan di akun media sosial tersebut 

dilakukan terhadap kesesuaian antara materi dan/atau ujaran kampanye 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu 

memastikan akun media sosial wajib ditutup pada hari terakhir masa 

kampanye. 

 

Pada Pemilu 2019, Bawaslu RI menerima laporan setidaknya 610 laporan 

konten berita bohong di media sosial. Bawaslu meminta Kemenkominfo 

untuk memberikan sanksi kepada platform yang tidak melakukan take 

down konten berita bohong. Bahkan terdapat sanksi untuk penyebar berita 

bohong yang diatur dalam beberpa Undang-Undang salah satunya Pasal 14 

UU 1 Tahun 1945 menyebutkan apabila dengan sengaja menyiarkan berita 

bohong yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat maka akan 

dipidana paling lama sepuluh tahun.Dalam ayat keduanya disebutkan 

apabila seseorang menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan 

keonaran atau sepatutnya dapat disangka berita tersebut bohong, dipidana 

paling lama tiga tahun. 

 

Terlebih pada Pemilu dan Pemilihan 2024 isu berita bohong di media 

sosial menjadi isu strategis yang harus ditangani para pengawas Pemilu. 

Dengan merujuk hasil temuan dan riset hasil IKP Pemilu dan Pemilihan 

2024 bahwa permasalahan Pemilu di media sosial seperti hoaks menjadi 

salah satu isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama oleh 

penyelenggara Pemilu sebagai upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang 

terbuka, jujur dan adil. Berikut gambar rilis Indeks Kerawanan Pemilu 

2024. 
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VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Strategi Pengawasan 

Pelanggaran Pemilihan Umum Di Media Sosial Untuk Menghadapi 

Pemilihan Umum 2024 (Studi di Bawaslu Provinsi Lampung), berikut 

kesimpulannya dengan penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Perumusan strategi yang terdiri dari pengembangan visi dan misi, 

identifikasi peluang dan ancaman, kesadaran akan kekuatan dan 

kelemahan serta penetapan tujuan jangka panjang. Dalam 

pengembangan visi dan misi bahwa pengentasan pelanggaran 

Pemilu di media sosial menjadi salah satu misi Bawaslu Provinsi 

Lampung dalam tujuan mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur dan 

adil. Hal peluang dan ancaman dalam konteks strategi pengawasan 

Pemilu di media sosial oleh Bawaslu Provinsi Lampung yaitu 

terdapat peluang yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. 

Lalu ancaman berupa melimpahnya jumlah pemilih muda di 

Pemilu 2024 yang juga merupakan pengguna aktif media sosial. 

Dalam hal kesadaran akan kekuatan dan kelemahan yaitu terdapat 

kekuatan melalui Perbawaslu No 28 Tahun 2018. Lalu kelemahan 

berupa keterbatasan Bawaslu Lampung untuk secara cepat 

mengecek proses yang ada di media sosial. Selain itu hambatan 

lain yaitu terdapat keterbatasan personil yang dimiliki Bawaslu 

Provinsi Lampung. Terakhir mengenai penetapan tujuan jangka 

panjang dalam mengatasi permasalahan Pemilu di media sosial 

yaitu berdasarkan kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman 
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maka Bawaslu Pprovinsi Lampung melakukan strategi berupa 

berkolaborasi dengan pihak eksternal, membentuk sekolah kader 

dan forum diskusi serta edukasi kepemiluan di media sosial. 

 

2. Implementasi strategi yang dilakukan Bawaslu Provinsi Lampung 

dalam meminimalisir pelanggaran Pemilu di media sosial yaitu 

berkolaborasi dengan pihak eksternal diantaranya JMSI (Jaringan 

Media Siber Indonesia) Provinsi Lampung, Netfid (Network for 

Indonesian Democratic Society) Provinsi Lampung serta dengan 

lembaga pendidikan FISIP Administrasi Negara Universitas 

Lampung. Selain itu juga membentuk sekolah kader yang disebut 

SKPP (Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif) yang mana dari 

program tersebut akan lahir kader-kader muda pengawas Pemilu 

yang mampu berperan dalam melakukan edukasi kepada 

masyarakat melalui media sosial. Juga terdapat pembentukan 

forum salah satunya yaitu Komunitas Digital Pengawasan 

Partisipatif. Lalu terakhir melakukan edukasi tentang Pemilu 

melalui media sosial seperti membuat konten-konten informatif di 

akun media sosial Bawaslu Provinsi Lampung.  

 

3. Evaluasi strategi terhadap yang dilakukan Bawaslu Provinsi 

Lampung dalam upaya mengatasi pelanggaran Pemilu di media 

sosial dinilai baik oleh beberapa lembaga yaitu satunya Netfid 

(Network for Indonesian Democratic Society) Provinsi Lampung 

dan JMSI (Jaringan Media Siber Indonesia) Provinsi Lampung 

yang optimis bahwa Bawaslu Provinsi Lampung mampu 

meminimalisir munculnya permasalahan Pemilu seperti berita 

hoaks di media sosial. 

 

 

 

 

 



107 

 

 
 

6.2. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, 

maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian bagi Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yaitu Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Provinsi Lampung diharapkan mampu untuk lebih 

inovatif dalam memberikan informasi di media sosial salah satunya yaitu 

menjalankan kembali program podcast Bawaslu Provinsi Lampung 

dengan mengundang narasumber seperti pihak-pihak yang terlibat atau 

bahkan mengundang influencer sehingga dapat menarik minat banyak 

kaum milenial dan Gen Z. Bawaslu Provinsi Lampung diharapkan 

mampu menambah partner kerja sama dalam upaya mengatasi 

permasalahan Pemilu di media sosial terlebih melihat kelemahan dari 

Bawaslu Provinsi Lampung sendiri yaitu terbatasnya Bawaslu Provinsi 

Lampung untuk secara cepat mengecek proses yang ada di media sosial 

serta terdapat keterbatasan personil yang dimiliki Bawaslu Provinsi 

Lampung.  

 

Selain itu Bawaslu Provinsi Lampung diharapkan melanjutkan program 

sekolah kader karena dapat melahirkan kader muda pengawas partisipatif 

yang dapat menjalankan peran dalam membantu memberikan informasi 

tentang Pemilu di media sosial sehingga masyarakat bisa terhindar dari 

berita bohong. 
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